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TENTANG
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH
KABUPA'I'DN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM RANGKA

PERCEPA']'AN PENANCANAN CORONA VIRLJS DISEASZ 2019 (COVID 19]

I]I]N(iAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KDSEHATAN REPUBL]K INDONESIA.

Menimbang buhwa data yang ada mcnunjukkan telah tcrjadi
peningkatan dan penyebaran kasus (-'orolra yirus

Disease 2Al9 (COVID-19) yang signifikan dan cepat
serta dii ngi dcngan kejadian transmisi lokal di
wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
bahwa berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan
pcrtimbangan kcsiapan dacrai dalam aspek sosial,
ekonomi, scrta aspek lainnya, perlu dilaksanakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah
K.lbupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, guna
menekan penycbaran COVID 19 semakin meluas:
bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mcnctapkan Keputusan Mcnteri Xcschatan tentang
Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
Wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Cotuna Virus
Disease 2019 (COVID t9);

b

Mengingat l. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pcnanggulangan Bencana (Lembaran Nega.a Republik
lndoncsia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik lndonesia Nomor 4723);

2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmcrjntahan Dacrah (Lembaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia T:rhun 2014 Nomor 2421. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SU7)

sebagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir



,)

dcngan Undang Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tcntang Pcmerintahan Daerah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20tB tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
lndonesia 'l'ahun 2018 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6236);

4. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 2 Tahun 20t8 tcntang
Standar Pelayanan Minimal (Lcmbaran Ncgara
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
l,cmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 6178);

5. PcraLuran PcmerinLai Nomor 2l Tahun 2020 tentang
Pcmbatasan Sosial Bcrskala Besar Dalam Raogka
Pcrccpatan Pcnanganan Corona Vints Disease 2079
(COVID l9) (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2020 Nomor 9I, Tambahan Lembaran Negara
Rr publik lnd,,n, sia Nomor tr487j;

6. Pcraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kcmenterian Kcschatan (Lembaran Ncgara Republik
lndoncsia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Kcputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Pcrcepatan Penanganan Corona Virus
Disea-se 2019 (COVID 19) sebagaimana telai diubah
dcngan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020
tentanla Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7

Tahun 2020 tcntang Gugus Tugas Percepatan
Pcnanganan Corona Vitus Disease 20 19 (COVID-19);

B. Keputusan Prcsiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pcnctapan Kcdaruratan Kesehatan Masyarakat C.rro[d
Yirus Dlsease 20 l9:

9. Keputusan Presidcn Nomor 12 Tahun 2020 tentang
tcntang Penctapan Bencana Nonalam Penyebaran
Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) Scbagai
Bencana Nasional:

10. Pcraturan Mentcri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
lcntang Pedoman Pembatasan Sosial Bcrskala Besar
D.rlam Rangka Perccpatan Penanganan Corona Virus
Di.sease 2019 {COVID-i9) (Berita Negara Republik
Irldonesia Tahun 2020 Nomor 326);
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Mcnetapkan

X ESA'I'U

KEDUA

KETIGA

KE!]MPA'I'

KEI,IMA

MEMUTUSKAN

I{EPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANC
PENT]TAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI
WILAYAH KAETUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI
TDN(IAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 20 I9 (COVID L9).
M{rnctapkan Pcmbatasan Sosial tserskala Besar dj Wilayah
Kabuprtcn Bur)l Provinsi Sulawesi 'l'cngah Datam R:lngka
l\rr(icp.1tan Pcnanganan Corona Virus ,isease 20I9
(covlr) l9).
Pcmcrintah Da{rrah Kabupaten Buol provinsi Sulawesi
li:ngah u,ajib mclaksanakan Pembatasan Sosiaj Berskala
Bcs.rr scbagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
scsuai kctcntuan peraturan perundang undangan dan
sccara konsisLcn mendorong dan mensosialisasikan pola
hidup bersih dan schat kepada masyarakat.
Pembatasan Sosial Berskala Besar scbagaimana djmaksud
(lzrlam Diktlrm KEDUA dilaksanakan sclama masa
inkubasi terpanjang dan dapar diperpanjang Jika masih
terdapal bukli pcnycbaran.
BupaLi Buol mclaporkan pclaksanaan Pcmbatasan Sosial
Rcrskala Besar scbagaimana dimaksud dalam Diktum
t\DDUA dan Diklum KEI'lcA kepada Mcntcri Kescharan
rlcngan tcmbusan kepada Gubcrnur Sula\r,esj Tcngah,
untuk digunakan scbagai dasar menilai kemajuan dan
kcbcrhasilan pclaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar.

Kcpulusan Mcnrcri ini mulai bcrlaku pada tanggal
rlilclapkan.

Ditctapkan di .laka.ta
pada tanggal 9 Mei 2O2O

MI.]NTERi F]I IATAN

REPU DONESIA,

I'EItA N ACUS PUTRANTO


